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Mengingat 2 

a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat 

perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai 

Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Sadan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. 

Hanafie Muara Bungo; 

b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Bungo 

Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan pada RSUD H. Hanafie Muara 

Bungo sebagai BLUD sudah tidak sesuai dengan dinamika 
perkembangan peraturan p,,rundang-undangan sehingga 

perlu ditinjau kembali dan diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah H. Hanafie Muara Bungo; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUNGO, 

Menimbang 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

H. HANAFIE MUARA BUNGO 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR io TAHUN 2023 

BUPATIBUNGO 
PROVINS! JAMB! 



6.Peraturan ..... 3 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
undang Nomor O Tahun ~015 tento.ng Perubah,;,n K<Kiua 

ten tang 
Republik 

Nomor 1 Tahun 2004 
Negara (Lembaran Negara 

3. Undang-undang 
Perbendaharaan 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3755); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3.Sekretaris ..... .4 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 

2. Bupati adalah Bupati Bungo. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE 

MUARA BUNGO. 

MEMUTUSKAN: 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada RSUD H. 
Hana.fie Muara Bungo sebagai BLUD (Berita Daerah 

Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 5); 
9. Keputusan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penetapan RSUD H. Hana.fie Muara Bungo sebagai Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 

(PPK BLUD) Secara Penuh; 

3 



11.Rencana 5 

baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 
berkesinambungan dan berdaya saing. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

orga.nioaei berdo.eo.rkru~ ko.ido.h-ko.ido.h mo.no.jemen yang 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bungo. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo 

yang selanjutnya disingkat RSUD H. Hanafie adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bungo sebagai Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola 
Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BWD). 

5. Direktur adalah Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo 
selaku Pemimpin BLUD. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang. 

7. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah BLUD RSUD H. Hanafie Muara Bungo 
merupakan sistem yang diterapkan oleh SKPD di 
!ingkungan pemerintah Kabupaten Bungo yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan 
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 
mencari keuntungan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
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Pasal 2 ....... 6 

11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD H. Hana.fie 
untuk periode 5 (lima) tahunan. 

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD 
RSUD H. Hanafie, yang disusun dan disajikan sebagai 
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran. 

15. Rekening Kas BLUD RSUD H. Hanafie adalah tempat 
penyimpanan uang BLUD RSUD H. Hanafie pada Bank 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

16. Pejabat Pengelola BLUD RSUD H. Hana.fie adalah pejabat 
yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati untuk 
menduduki jabatan dalam struktur organisasi BLUD 
RSUD H. Hana.fie. 

17. Dewan Pengawas BWD RSUD H. Hana.fie yang 
selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang 
bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
BLUD RSUD H. Hana.fie. 

18. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa 
yang diberikan oleh BLUD RSUD H. Hanafie termasuk 

imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat 
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari 

biaya per unit layanan. 
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 
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Pasal 5 ..... 7 

a. Jasa layanan: 

b. Hibah; 
c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; 
d. APBD; dan 

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 huruf a bersumber dari : 

Pasal 4 

Struktur anggaran BLUD RSUD H. Hanafie terdiri atas : 
a. Pendapatan BLUD RSUD H. Hana.fie; 
b. Belanja BLUD RSUD H. Hanafie; dan 

c. Pembiayaan BLUD RSUD H. Hanafie, 

BAB II 

STRUKTUR ANGGARAN BLUD RSUD H. HANAFIE 

Pasal 3 

Pasal 2 
(1) BLUD RSUD H. Hanafie bertujuan untuk memberikan 

layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, 
transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat 
sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk 
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang 
didelegasikan oleh Kepala Daerah. 

(2) BLUD RSUD H. Hanafie merupakan kekayaan daerah 
yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. 

(3) BLUD RSUD H. Hanafie merupakan bagian dari 
pengelolaan keuangan daerah. 
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(2)Unit ...... 8 

Pasal 6 
(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan 
unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat. 

(1) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie yang bersumber dari 
jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie yang bersumber dari 
hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang 
diperoleh dari masyarakat atau badan lain. 

(3) Pendapatan BLVD RSUD H. Hanafie yang bersurnber dari 
hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai 
dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD 
sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. 

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang 
diperoleh dari kerja sama BLUD. 

(5) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie yang bersumber dari 
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 

berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD. 
(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: 
a. Jasa giro; 

b. Pendapatan bunga; 
c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing; 
d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau 
jasa oleh BLUD; 

e. lnvestasi; dan 
f. Pengembangan usaha. 

Pasal 5 
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Pasal 9 ...... 9 

Pasal 8 
(1) Belanja BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas : 
a. Belanja operasi: dan 
b. Belanja modal. 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a mencakup seluruh belanja BLUD RSUD H. 
Hanafie untuk menjalankan tugas dan fungsi. 

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

bunga dan belanja lain. 
(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b mencakup eeluruh belanja BLUD R~lln 1-1. 1-lanafie 

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalarn kegiatan BLUD. 

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan 
jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. 

Pasal 7 

(1) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e 
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD 
RSUD H. Hanafie sesuai RBA, kecuali yang berasal dari 

hibah terikat. 
(2) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening 
Kas BLUD RSUD H. Hanafie. 

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari BLUD RSUD H. Hanafie yang 
bertugas melakukan pengembangan layanan dan 
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung 

kegiatan BLUD RSUD H. Hanafie. 
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c.Kebutuhan ..... 10 

(2) RBA sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 
berdasarkan : 
a. Anggaran berbasis kinerja; 
b. Standar satuan harga; dan 

(1) BLUD RSUD H. Hanafie menyusun RBA mengacu pada 
Renstra. 

BAB III 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD RSUD H. HANAFIE 

Pasal 11 

Pasal 10 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat ( 1) huruf a meliputi : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Divestasi; dan 
c. Penerimaan utang/pinjaman. 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi : 

a. lnvestasi; dan 
b. Pembayaran pokok utang/pinjaman. 

Pasal 9 
(1) Pembiayaan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 13 ....... 11 

Pasal 12 
(1) RBA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

meliputi : 
a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
c. Perkiraan harga; 
d. Beaaran peraentase ambang batas: dan 

e. Perkiraan maju a tau forward estimate. 
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola 

anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas 

tertentu. 

c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang 
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang 
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama 
dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, 
APBD, dan sumber pendapatan BLVD lainnya. 

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang 
berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan 
sumber daya secara efisien. 

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit 

barang/jasa pada BLVD RSUD H. Hanafie. 
(5) Dalam hal BLUD RSVD H. Hanafie belum menyusun 

standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), BLUD RSUD H. Hanafie menggunakan standar satuan 
harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bungo. 

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 
pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan 

belanja modal. 
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(2)Belanja ....... 12 

Pasal 14 

(I) Pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA 
SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening 
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain 
pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek 
pendapat.an dari BLUD. 

Pasal 13 

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (I) huruf a 

merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. 
(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, 

merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan 
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang 
tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (I) huruf c, merupakan estirnasi harga jual produk 
barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per 
satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti 

tercerrnin dari Tarif Layanan. 
(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan besaran 
persentase perubahan anggaran bersurnber dari 

pendapat.an operasional yang diperkenankan dan 
ditentukan dengan rnempertirnbangkan tluktuasi kegiatan 

operasional BLUD RSUD H. Hanafie. 
(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang 
direncanakan guna memastikan kesinarnbungan program 
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. 
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Pasal 16 13 

dari RKA. 
(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

diintcgrCtoiko.n/dikon .. olida .. ikan dan .nerup«kAn ic.,,.,,.tuAn 

Pasal 15 
(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

(2) Belanja BLVD RSUD H. Hanafie sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 yang sumber dananya berasal dari 
pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD RSUD 
H. Hanafie, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam 
RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya 
dirinci dalam 1 (satu) program, l (satu) kegiatan, 1 (satu) 

output, dan jenis belanja. 
(3) Belanja BLVD RSVD H. Hanafie sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program 
peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan 

pendukung pelayanan. 
(4) Pembiayaan BLUD RSVD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 9 diintegrasikan/dikonsolidasikan 

ke dalam RKA SKPD selanjutnya 
diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan 
pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku 

Bendahara Umum Daerah. 
(5) BLUD RSUD H. Hanafie dapat melakukan pergeseran 

rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis 
belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada 

PPKD. 
(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA. 
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Pasal 20 
( 1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar 
pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD. 

(2)Pelaksanaan 14 

(1) nPA -.hAgAimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran BLUD RSUD H. Hanafie. 

Pasal 19 

BLUD RSUD H. Hanafie menyusun DPA berdasarkan 
peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada 

PPKD. 

BAB IV 
PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD H. HANAFIE 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali 
RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada 

PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan 
daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. 

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan 
RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan 

dan penetapan APBD. 

Pasal 16 

( 1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 kepada tim anggaran pemeritah 

daerah untuk dilakukan penelaahan. 
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi 
dana APBD untuk BLUD RSUD H. Hanafie. 
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Pasal 23 
(1) Dalam pengelolaan kas, BLVD RSVD H. Hanafie 

menyelenggarakan : 
a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; 
b, Pemungutan pendapatan atau tagihan; 

c.Penyimpanan 15 

Pasal 22 

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Pemimpin BLUD RSVD H. 

Hanafie membuka rekening kas BLVD RSUD H. Hanafie 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rekening kas BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya 
ber11um.ber d«ri penrlAf'At:>n RLlJO R8UD H. Hanafie 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, 

huruf c dan huruf e. 

Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD RSUD H. 

Hanafie menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan 
belanja BLVD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala 

kepada PPKD. 

Pasal 21 

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
belanja pegawai, belanja barang dan/ atau jasa, serta 
belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran 
kas dalam DPA, dan memperhitungkan : 
a. Jumlah kas yang tersedia; 
b. Proyeksipendapatan;dan 
c. Proyeksi pengeluaran. 

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dengan melampirkan RBA. 

14 



(4)Ambang ...... 16 

BABY 
PENGELOLAAN BELANJA BLUD RSUD H. HANAFIE 

Pasal 25 
(1) Pengelolaan belanja BLUD RSUD H. Hanafie diberikan 

fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan 

pelayanan. 
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan 
pondo.po.to.n druQ.ffl Q.fflbartg b ... t ..... RBA dAn nPA yAng telAh 

ditetapkan secara definitif. 
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber 
dari pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
e, dan hibah tidak terikat. 

Pasal 24 
Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSUD H. Hanafie 
melalrukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat : 

a. Pendapatan dan belanja; 
b. Penerimaan dan pengeluaran; 

c. Utang dan piutang; 
d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan 

e. Ekuitas. 

c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSUD 

H. Hanafie; 
d. Pembayaran; 
e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka 

pendek;dan 
f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh 

pendapatan tambahan. 
(2) Penerimaan BLUD RSUD H. Hanafie dilaporkan setiap 

hari kepada pemimpin BLUD RSUD H. Hanafie melalui 

pejabat keuangan. 

15 



Pasal 26 
( 1) Besaran persentase am bang batas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan 

saldo awal kas. 
(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan 

operasional, meliputi : 
a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan 

BLUD RSUD H. Hanafie selain APBD tahun berjalan 
dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; 

dan 
b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSUD 

H. Hanafie selain APBD dengan prognosis tahun 

anggaran berjalan. 
(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). dicantumkan dalam RBA. 
(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi 
beoaran persentase ambang batas. 

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( !) merupakan kebutuhan yang dapat dipredikai, 
dicapai, terukur, rasional dan diperta.nggungjawabkan. 

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan apabila pendapatan BLUD RSUD H. Hanafie 
sebagaimana Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah 
ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan. 

BAB VI. ...... 17 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan besaran persentase realisasi belanja yang 
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. 

(5) Dalam hal belanja BLUD RSUD H. Hanafie melampaui 
ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati. 
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD H. 

Hanafie mengajukan usulan tambahan anggaran dari 
APBD kepada PPKD. 

16 



(2)Pembayaran .... 18 

Pasal 30 

( l) Utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 36 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang 

memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang 
timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang 
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara 
jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah 
penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional 
dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. 

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa utang/pinjaman jangka pendek atau 

utang/pinjaman jangka panjang. 

melakukan dapat 
Pasal 29 

Hanafie H. RSUD (1) BLUD 

Pasal 28 
(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. 
(2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) diatur dengan Pera tu ran Bupati. 

BAB VI 
PIUTANG DAN UTANG / PINJAMAN 

BLUD RSUD H. HANAFlE 

Pasal 27 
(1) BLUD RSUD H. Hanafie mengelola piutang sehubungan 

dengan penyerahan barang, jasa, dan / a tau transaksi yang 
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan 

kegiatan BLUD RSUD H. Hanafie. 
(2) BLUD RSUD H. Hanafie melaksanakan penagihan piutang 

pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi 

penagihan. 
(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang 

diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti 
yang sah, 

17 



(3)Pembayaran ...... 19 

masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut 
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal. 

Pasal 32 
(l) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang 
memberikan manfaat lebih dari 1 (oo.tu) tahun clangAn 

Pasal 31 
(1) BLUD RSUD H. Hanafie wajib membayar bunga dan 

pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( l) yang telah jatuh tempo. 

(2) Pemimpin BLUD RSUD H. Hanafie dapat melakukan 
pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang 
tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan 

dalam RBA. 

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban 
pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi 

dalam tahun anggaran berkenaan. 
(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian 
utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin 
BLUD RSUD H. Hanafie dan pemberi utang/pinjaman. 

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung 
jawab BLUD RSUD H. Hanafie. 

(5) Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat 
persetujuan Bupati atas rekomendasi Dewan Pengawas 

RSUD H. Hanafie. 

18 



(3)Pemanfaatan ...... 20 

b. Pemanfaatan barang milik daerah. 
(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan 
proses operasional secara bersama dengan rnitra kerja 
sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. 

Pasal 34 
(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33, meliputi : 

( I) BLUD RSUD H. Hanafie dapat melakukan kerja sama 
dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas pelayanan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, 
ekonomis dan saling menguntungkan. 

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non 

finansial. 

BAB Vil 

KERJA SAMA BLUD RSUD H. HANAFIE 
Pasal 33 

kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang 
meliputi pokok utang/pinjarnan, bunga dan biaya lain 
yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya 
sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman 

yang bersangkutan, 
(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

panjang 
merupakan 

jangka 
ayat (1) 

u tang/ pinjaman 
climaksud pada 

(3) Pembayaran 
sebagaimana 
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Pasal 36 21 

investasi jangka pendek. 

rencana Hanafie dengan tetap memperhatikan 

pengeluaran. 
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berupa 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan lnvestasi BLUD RSUD H. Hanafie 

Pasal 35 
(1) BLVD RSUD H. Hanafie dapat melakukan investasi 

sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan 
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta 
tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD H. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN 

ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN 
BLUD RSVD H. HANAFIE 

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan 
barang rnilik daerah dan/atau optimalisasi barang milik 

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk 
memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas 
pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD H. 

Hanafie. 
(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik 

daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas 

dan fungsi kegiatan BLUD RSUD H. Hanafie yang 
bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSVD H. 

Hanafie. 
(5) Pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan barang milik 

daerah yang berada di lingkungan RSUD H. Hanafie 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk 
perjanjian antara Pemimpin BLVD RSUD H. Hanafie 
dengan pihak lain yang melakukan kerja sama dengan 

RSUD H. Hanafie. 
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(3)Sisa 22 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 

RSUD H. Hanafie 

Pasal 37 
(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD H. Hanafie 

merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan 
pengeluaran BLUD RSUD H. Hanafie selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD H. Hanafie 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung 
berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) 

periode anggaran. 

Pasal 36 
( l) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera 

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 
(dua belas) bulan atau kurang. 

(2) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas 
jangka pendek dengan memperhatikan rencana 

pengeluaran. 
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1), meliputi : 
a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 

(tiga) sarnpai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau 
yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan 

b. Surat berharga negara jangka pendek. 
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; 
b. Ditujukan untuk menajemen kas; dan 
c. lnstrumen keuangan dengan risiko rendah. 
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(2)Dalam 23 

Bagian Ketiga 
Defisit Anggaran BLUD RSUD H. Hanafie 

Pasal 38 
(1) Defisit anggaran BLUD RSUD H. Hanafie merupakan 

selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD 

H. Hanafie. 

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD H. Hanafie 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat digunakan 
dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah 
Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas 

daerah Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan 
posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD H. 

Hanafie. 
(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

RSUD H. Hanafie dalam tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BLUD RSUD H. 

Hanafie. 
(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

RSUD H. Hanafie dalam tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan 
untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui 

mekanisme APBD. 
(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD 

RSUD H. Hanafie dalam tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam 
kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului 

perubahan APBD. 
(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) rnencakup: 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dan/ a tau belum 
cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan 

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat. 
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Pasal 40 24 

BABIX 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 39 
(1) BLUD RSUD H. Hanafie menyusun pelaporan dan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
(2) Laporan keuangan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) terdiri atas : 

a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Laporan perubahan saldo anggaran Iebih; 

c. Neraca; 
d. Laporan operasional; 
e. Laporan arus kas; 
f. Laporan perubahan ekuitas; dan 
g. Catatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan BLUD RSUD H. Hanafie sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar 

akuntansi pemerintahan. 
(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak 

mengatur jenis usaha BLVD, BLVD mengembangl<an dan 

menerapkan kebijakan akuntansi. 
(5) BLUD RSUD H. Hanafie mengembangkan dan 

menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan laporan kinerja yang berisikan infonnasi 
pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD H. Hanafie. 

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD H. Hanafie diperkirakan 
defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit 
tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa Jebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan 

penerimaan pinjaman. 
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7.Fonnat. 25 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41 
Ketentuan format Sadan Layanan Umum Daerah RSUD H. 

Hanafie meliputi: 
I. Format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
2. Format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan, 

menyesuaikan dengan format RKA pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bungo; 
3. Format DPA pendapatan, belanja, dan pernbiayaan, 

menyesuaikan dengan format DPA pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bungo; 

4. Format laporan pendapatan, belanja dan laporan 

pembiayaan; 
5. Format surat pemyataan tanggungjawab; 
6. Format surat permintaan pengesahan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan, menyesuaikan dengan format 
surat pennintaan pengesahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bungo; 

Pasal 40 
(1) Pemimpin BLUD RSUD H. Hanafie menyusun laporan 

keuangan semesteran dan tahunan. 
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 
(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah 
dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan 

di pemerintah daerah. 
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan 
keuangan SKPD, untuk selanjutnya 
diintergrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

(4) Hasil reviu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD RSUD 

H. Hana.fie tahunan. 
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MURSIDI 
BERJTA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR W 

Diundangkan di Bungo 
Pada tanggal \'- "IW\M 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO 

~· 
H. MASHURI 

BUPATIBUN~ I 
2023 

Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal \,1. m&, 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

memerintahkan orang mengetahuinya, setiap Agar 

Pasal 43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 
Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang pedoman teknis 
pengelolaan keuangan pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo 
sebagai BLVD (Serita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

7. Format surat pengesahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan, menyesuaikan dengan format surat 
pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

Pemerintah Kabupaten Bungo, 
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Lain - lain ..... 2 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 ... (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 

PENDAPATAN 

Jase. La.yanan 

a .... 

b .... 
c .... 
dst 
Hi bah 
a .... 
b .... 
c .... 

dst 

Hasil Kerja Sama 
a .... 
b .... 

c .... 
dst 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Dae rah 

a .... 

b .... 

c .... 
Dst 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3} 

.................................................. (2) 

1. FORMAT RENCANA BISNIS ANOOARAN 

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR TAHUN 2023 
TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
H. HANAFIE MUARA BUNGO 

L 



B. Format ..... 3 

NIP . 

(nama lengkap) 

(ttd) 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

.................... , 20 (7) 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 .•. (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 

Lain-lain Pendapatan Badan 

Layanan Umum Daerah yang sah 
a .... 

b .... 

c .... 
dst 

Jumlah 

2 

l 



c 4 

SumberDana Jumlah 

NO Uraian Pendapatan APBD 
Badan Layanan Umum Daerah 

1 .. (4) 2 .. (5) 3 .. (6) 4 .. (7) 

BELANJA 

BELANJA 

OPERAS I 

Belanja 

Pegawai 

a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja 

Barangdan 
Jasa 

a .... 

b .... 
c .... 
dst 
Belanja 
Bungs. 

a .... 
b .... 

c .... 
dst 

Belanja 

lain-lain 

a. ... 
b. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) 

.................................................. (2) 

RENCANA BISNIS DAN ANGOARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANOGARAN (3) 

3 

B. FORMAT RENCANA BISNlS DAN ANGOARAN BELANJA 



Belanja ..... 5 

Sumber Dana 

NO Uraian PendapatAn APBD Jumlah 
Badan Layanan Umum Daerah 

1 .. (4) 2 .. (5) 3 .. (6) 4 .. (7) 

c .... 
dst 

BELANJA 
MODAL 

Belanja 

Tan ah 
a .... 

b .... 
c .... 
dst 

Belanja 

Perala.tan 
dan Mesin 

a .... 

b .... 
c .... 
dst 

Belanja 

Gedungdan 

Bangunan 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja 
Jalan, 

Irigasi, dan 
Jaringan 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

4 



C. Format ..... 6 

(nama lengkap) 

NIP . 

(ttd) 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

......................... , 20 . 

(8) 

SumberDana 

NO Uraian Pendapatan 
APBD 

Badan Layanan Umum Daerah Jumlah 

1 .. (4) 2 .. (5) 3 .. (6) 4 .. (7) 

Belanja 
Aset Tetap 
Lainnya 
a .... 

b .... 
c .... 
dst 
Belanja 

Aset 
Lainnya 
a .... 
b .... 

c .... 
dst 
Jumlah 

5 



Petuni k uu ..... 7 

(nama lengkap) 
NIP .. 

{ttd) 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

................ 20 ......... , .. (7) 

No Uraian Jumlah 

1 .. (4) 2 .. (5) 3 .. (6) 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBlAYAAN 

Penggunaan Sisa Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

........................... 
Divestasi 
........................... 
Penerimaan utang/pinjaman 
........................... 
dst 
Jumlah 
PENOELUARAN PEMBIAYAAN 

lnvestasi 
........................... 
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 
........................... 
dst 

Jumlah 

RENCANA BISNIS DAN ANGOARAN 
ANGOARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3) 

PEMERINTAH PROVlNSl/KABUPATEN/KOTA (1) 

.................................................. (2) 

6 

C. FORMAT RENCANA BISNlS DAN ANOOARAN PEMBIAYAAN 



Set.elah ..... 8 

Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana: 
( 1) Diisi narna provinsi/kabupaten/kota; 
(2) Dilsi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncana.kan; 

(4) Pengisian kolom satu 
Kolom l, diisi dengan nomor urut belanja; 

(5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 
uraian pertama yang harus djcantum.kan untuk menjabarkan belanja 
yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut 
belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama 1cali dicantumkan 
adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis 
belanja operasi, rincian obyek belanja operasi. 

Format Pendapatan: 
(1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota; 
(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan; 
(4) Pengisian kolom satu; 

Kolom l, diisi dengan nomor urut pendapatan; 
{5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 

a. Kelompok pendapatan dieantumkan pada urutan pertama; 
b. Untuk eetiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan 

berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok 
pendapatan sepertijasa layanan; 

c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya 
diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan 
penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain. 

(6) Pengisian kolom tiga; 
a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah 

yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang 

dicantumkan dalarn kolom uraian; 
b. Jurnlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil 

penjumlahan dari seluruh jumlah jenie pendapatan berkenaan; 
c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil 

penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan. 

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

7 

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum 
Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 



Pembi.ayaan ..... 9 

8 

Setelah mengura.ikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah 

menguraika.n belanja modal muiai dari jenis belanja modal, dengan 

masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal; 

(6) Pengisian kolom tiga sebagai berikut: 
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian 
objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan 
untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja 
dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain 

pendapatan BLUD yang sah dan APBD; 

(7) Pengisian kolom empat, aebagai berikut: 
a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah 

yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek 
yang dicantumkan dalam kolom uraian; 

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil 
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan; 

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan 

dari seluruh Jumlah obyek belanja berkenaan. 
(8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

Format Pembiayaan 
(1) Dils! nama provinsi/kabupaten/kota; 
(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan; 

(4) Pengisian kolom satu 
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan; 

(5} Pengisian kolom dua, sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih 

lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan 
pembiayaan; 

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jents penerimaan pembiayaan yang 

termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, 
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman 
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dale.m 

kelompok penerimaan pembiayaan; 
3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang 

dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan 



o. Format .... 10 

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih 
lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran 
pembiayaan; 

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang 
tennasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, 
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman; 

3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang 
dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran 
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran 
pembiayaan berkenaan. 

(6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut: 
a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan 

jumlah yang direncanakan mcnurut jenis, rincian dan objek yang 

dicantumkan dalam kolom uraian; 
b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah basil 

penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan. 
(7) Diisi tanggal, bulan dan tahun. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan 

berkenaan. 

9 

& 



Pembiayaan . . . . . 11 

No Uraian 
Jumlah (Rp) 

20xx 

1 ... (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 

PENDAPATAN 

Jasa Layanan 
Hi bah 
Hasil Keria Sama 
APBD 
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

Jumlah 
BELANJA 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Bunga 
Belanja Lain-Iain 

BELANJA MODAL 
Belanja Tanah 
Belanja Peralatan dan Meein 

Belanja Gedung dan Bangunan 

Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
Belanja Aset Lainnya 

Jumlah 

Surplus/ (Defisit) 

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANOGARAN 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANOGARAN (3) 

PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATEN/KOTA (1) 

.................................................. (2) 

10 

D. FORMAT RINOKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGOARAN 

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 



Petunjuk ..... 12 

{nama lengkap) 
NIP . 

(ttd} 

Pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah 

........................ , ··········· 20 . 

(7) 

No Uraian 
Jumlah {Rp) 

20xx 

l ... (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 

PEMBIAYAAN 

PENERlMAAN DAERAH 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
(SiLPA) 
Divestasi 
Penerimaan Utang/Pinjaman 

Jumlah 

PENGELUARAN PEMBIAYMN 

lnvestasi 
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 

Jumlah 

Pembiayaan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan (SiLPA) 

11 



E. Format ..... 13 

(5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan. 
a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 

selanjumya dlikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh 
BLUD; 

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya 
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja 
modal; 
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; 

dan 
Dalam kelompok belanja modal ctiuraikan ke jenis-jenis belanja. 

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian 
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan 
kedalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan: 
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 
penerimaan pembiayan; clan 

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jems 
pengeluaran pembiayan. 

(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan; 
(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan; 

12 

Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD 

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota; 

(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 

(3) Diisi Tahun Anggaran; 

( 4) Pengisian kolom satu 

I - - 



c. ····· 14 

No Uraian 
Jumlah (Rp) 

20xx 

1 ... (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 

PENDAPATAN 

Jasa Layanan 
a .... 

b .... 
c .... 
dst 

Hi bah 

a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Hasil Kerja Sama 
a .... 
b .... 

c .... 
dst 

APBD 

a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 

a .... 
b .... 

I 

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGOARAN (3) 

................................................... (2) 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1) 

13 

E. FORMAT RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 



Belanja ..... 15 

Uraian Jumlah (Rp) No 
20xx 

1 ... (4) 2 ... (5) 3 ... (6) 
c .... 
dst 

BELANJA 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 
a .... 

b .... 
c .... 
dst 

Belanja Barang clan Jasa 

a .... 

b .... 
c .... 
dst 

Belanja Bunga 

a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja lain-lain 
a .... 

b .... 

c .... 
dst 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah 
a .... 

b .... 

c .... 
dst 

14 

.. 



Pembiayaan ..... 16 

No Uraian 
Jumlah (Rp) 

20xx 

1 ... (4) 2 ... (5) 3 ..• (6) 

BELANJA MODAL 

Belanja Tanah 
a .... 
b .... 
c .... 
det 

Belanja Peralatan dan Meein 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja Gedung dan Bangunan 
a .... 
b .... 
c .... 
det 

Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja Aset Tetap Lainnya 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Belanja Aset Lainnya 
a .... 
b .... 
c .... 
dst 

Jumlah 

Surplus/Defisit 

15 



Petunjuk . . . .. 17 

(nama lengkap) 

NIP . 

(ttd) 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

....................... , 20 (7) 

No Uraian Jumlah (Rp) 
20xx 

1 ... (4) 2 .•• (5) 3 ... (6) 
PEMBIAYAAN 

PENER!MAAN DAERAH 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
(SiLPA) 
Divestasi 
Penerimaan Utang/Pinjaman 

Jumlah 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
lnvestasi 
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman 

Jumlah 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaa.n Anggaran Tahun 
Berkenaan (SiLPA) 

16 



2. Format ..... 18 

(5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan. 
a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan 

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek pendapatan diterima oleh BLUD; 
b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya 

uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operaei dan belanja 

modal; 
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek, dan 

rincian objek belanja; 
Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek, dan 

rincian objek belanja. 
c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan 

selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan 
dan pengeluaran pembiayaan; 
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 
penerimaan pembiayan; 
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenisjenis 

pengeluaran pembiayan. 
(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan; 
(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun. 

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan; 

(1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota; 
(2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 

(3) Diisi Tahun Anggaran; 
(4) Pengisian kolom satu 

17 

Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD 

(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan): 
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3. Format ..... 23 

{l) Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama Provinsi/kabupaten/kota; 
(2) Tahun anggaran dilsi dengan tahun anggaran yang berkenaan; 

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
(4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan 

a. Pencantuman pendapatan diawalidengan uraian pendapatan selanjutnya 
dillruti dengan uraian jenis pendapatan pendapatan dtterima oleh BLUD; 

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian 
belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; 
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; 
Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja. 

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan 
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan 
dan pengeluaran pembiayaan; 
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 
penerimaan pembiayan; 
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis 
pengeluaran pembiayan. 

(5) Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dalam 

DPA BLUD; 
(6) Kolom 4, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan 

bulanbulan sebelumnya; 
(7) Kolom 5, diisi denga.n realisaei pendapatan, belanja, pembiayaan bulan 

berkena.an; 
(8) Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan 

bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan; 
(9) Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggaran pendapatan, belanja, 

pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiaya.an; 
( 1 O) Kolom 8, diisi dengan prosentase antara anggaran pendapatan, belanja, 

pcmbiayaan d.ibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja, 

pembiaya.an dikalikan 100. 

Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaaan 

22 



Petunjuk ..... 24 

NIP . 

(ttd) 

(nama lengkap) 

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 
.......................... 20 (11) 

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk 

mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan . 

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan 

pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian 
daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah 

dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi 

pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang 
berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersurnber dari Jasa 
Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BWD yang sah 
dan digunakan langsung pada bulan (9) tahun anggaran ( l 0) 
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiaya.an terlampir). 

Yang bertandatangan dibawah ini (8) 

........................................... (4) 

........................................... (5) 
........................................... (6) 

........................................... (7) 

l. Nama Badan Layanan Umum Daerah 

2. Kode Organisasi 
3. Nomor/tangga] DPA SKPD 
4. Kegiatan 

SURAT PERNYATAAN TANOGUNG JAWAB (SPTJ) 
NOMOR (3) 

.................................................. (2) 

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB 

PEMERINTAH PROVlNSl/KABUPATEN/KOTA (1) 
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lELAH DITELIII KEBENAltANNVA 

1·~~ 
H. MASHURI 

(1) Diiei nama Provinsi/Kabupaten/Kota; 
(2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 

(3) Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(4) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(5) Diisi kode organisasi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; 
(6) Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan; 
(7) Diisi kode kegiatan; 
(8) Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah: 
(9) Diisi bulan berkenaan; 
(10) Diisi tahun berkenaan; dan 
(11) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun. 

Petunjuk Pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab: 
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